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Penelitian ini dilatar belakangi adanya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang sangat pesat di kalangan masyarakat.
Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi, maka salah satunya akan
menimbulkan efek negatif berupa cybercrime atau pembobolan dalam suatu
akun seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma
yang berlaku. Salah satu kasus yang baru-baru terjadi yaitu dugaan kebocoran
data pada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 yang
sejatinya kementerian tersebut adalah pengendali data nasional. Pemerintah
perlu bertanggung jawab secara jelas dan proaktif dalam menangani
kebocoran data pribadi, dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dan
mengutamakan pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, 1) Bagaimana
pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam
perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang pelindungan data
pribadi?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran
data nasional dalam perspektif magashid syariah?. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah
pada kebocoran data nasional dalam perspektif Undang-Undang No. 27
Tahun 2022 Tentang pelindungan data pribadi, 2) Untuk mengetahui
pertanggungjawaban pemerintah pada kebocoran data nasional dalam
perspektif magashid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,
yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang
meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum, dan sebagainya
sebagai dasar untuk diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah
pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua
regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Kementerian Komunikasi dan
Informasi melakukan upaya pertanggungjawaban dengan pemulihan data
secara bertahap dan melakukan investigasi atas kebocoran data tersebut.
Upaya yang dilakukan berhasil memulihkan 5 layanan instansi pemerintah.
Namun, hingga saat ini masih belum ada informasi terbaru yang diumumkan
ke publik terkait hasil investigasi dalam rangka keberlanjutan yang telah
diambil dalam menangani kasus kebocoran pusat data nasional. 2)
Pertanggungjawaban atas adanya kebocoran data nasional terdapat pada
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adanya upaya pemulihan layanan publik yang bisa mengakomidir
keselamatan masyarakat dan sebagai penerapan dari hifdzu nafs. Upaya
pemulihan tersebut juga bertujuan dalam perlindungan akal masyarakat dan
dapat mencegah penyalahgunaan informasi seperti penyebaran terkait
finansial seseorang, hal ini sejalan dengan penerapan hifdzu aql dan hifdzu
mal. Negara bertanggungjawab atas perlindungan keselamatan dan
kehidupan warganya dengan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan
rakyat. Prinsip tanggung jawab dikuatkan dengan hadist riwayat Imam
Bukhari nomor 7138, QS Al-Mu’minun ayat 115, dan QS Al-Qiyamah ayat
36.
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ABSTRACT
The thesis with the title "Government Accountability for National Data
Leak Cases in the Perspective of Law No. 27 of 2022 concerning Personal
Data Protection and Sharia Magashid" was written by Wafiqul Farigsoh,
NIM. 126103213302, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali
Rahmatullah University Tulungagung 2024, supervised by Muksin, M.H.
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This research is based on the rapid development of information and
communication technology among the community. So one of them will
cause negative effects in the form of cybercrime or breaking into
someone's account or social media to commit actions that are not in
accordance with applicable norms. One of the recent cases is the alleged
data leak at the Ministry of Communication and Information Technology
in 2024, which is actually the national data controller. State institutions
need to be clearly and proactively responsible in handling personal data
leaks, with the aim of minimizing negative impacts and prioritizing the
protection of personal data of the Indonesian people.

The problem formulations in this study include, 1) How is the
government's responsibility for national data leaks in the perspective of
Law No. 27 of 2022 concerning personal data protection?, 2) How is the
government's responsibility for national data leaks in the perspective of
magashid sharia? The objectives of this research are: 1) To find out the
government's responsibility for national data leaks in the perspective of
Law No. 27 of 2022 concerning personal data protection, 2) To find out
the government's responsibility for national data leaks in the perspective
of magashid sharia.

This research uses a normative legal research method, which is
carried out by examining library materials or secondary data that includes
laws and regulations, legal materials, and so on as a basis for research. The
research approach used is a legislative approach that is carried out by
examining all regulations related to the legal issues being discussed.

The results of the study show, 1) the Ministry of Communication
and Information conducts accountability efforts by gradually recovering
data and investigating the data leak. The efforts made succeeded in
restoring 5 government agency services. However, until now there is still
no latest information announced to the public regarding the results of the
investigation in the context of sustainability that has been taken in handling
the case of the national data center leak. 2) The responsibility for the
national data leak lies in efforts to restore public services that can
accommodate public safety and as an implementation of hifdzu nafs. The
recovery effort also aims to protect public reason and can prevent the
misuse of information such as the dissemination of information related to
a person's finances, this is in line with the implementation of hifdzu aql
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and hifdzu mal. The state is responsible for protecting the safety and lives
of its citizens with policies that prioritize the welfare of the people. The
principle of responsibility is strengthened by the hadith narrated by Imam
Bukhari number 7138, QS Al-Mu'minun verse 115, and QS Al-Qiyamah
verse 36.
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